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Editorial

Para pembaca yang kami hormati

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan
karuniaNya jualah Jurnal Hukum Prioris ini dapat hadir di tangan para pembaca semua. Mulai edisi ini
kami telah memasuki volume yang kedua dari proses penerbitan jurnal ini.

Jurnal Hukum Prioris merupakan jurnal ilmiah di bidang hukum yang diterbitkan oleh Fakultas
Hukum Universitas Trisakti, dan terbit setiap semester atau enam bulan sekali pada bulan September dan
Pebruari. Maksud dan tujuan penerbitannya adalah sebagai wadah dan media dalam pengembangan dan
komunikasi hukum pada umumnya.

Kata Prioris yang berarti yang terdepan dalam jurnal ini dimaksudkan bahwa kami menaruh
harapan yang sangat besar dan menginginkan jurnal ini sebagai jurnal ilmiah hukum yang terdepan dalam
pengembangan dan komunikasi hukum di Indonesia pada khususnya serta pengembangan dan komunikasi
ilmu hukum itu sendiri pada umumnya.

Oleh karena itu, kami mengundang kepada sidang pembaca sekalian untuk dapat mengirimkan
tulisan dan artikel hukumnya agar maksud dan tujuan yang ingin kita capai dalam pengembangan dan
komunikasi hukum yang kita cita-citakan dapat terwujud sebagaimana yang kita harapkan. Adapun
ketentuan-ketentuan dalam penulisan agar dapat kami muat dalam jurnal ini dapat dilihat pada bagian akhir
dari jurnal ini.

Pada penerbitan kali ini, Dewan Redaksi mengangkat tulisan — tulisan tentang Dinamika
Lingkungan Global dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Hukum Internasional, Prinsip Kesetaraan
Gender dan Non Diskriminasi Dalam Kovenan ICESCR dan ICCPR, Mediasi : Salah Satu Alternatif
Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia, Penerapan UNCLOS 1982 Dalam Ketentuan Perundang-
undangan Nasional, Khususnya Zona Eksklusif Indonesia, Lembaga Rechisverwerking Solusi Mengatasi
Sengketa Tanah,

Akhirnya Redaksi mengucapkan terima kasih atas peran serta sidang pembaca yang telah
memenuhi undangan kami untuk mengirimkan tulisan-tulisan hukumnya. Semoga kehadiran jurnal ini

dapat bermanfaat bagi kita semua.

Redaksi




PENERAPAN UNCLOS 1982 DALAM KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN

A.

NASIONAL, KHUSUSNYA ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Oleh : Ida Kurnia *
Abstrak

Sebelum Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982, Indonesia telah mempunyai aturan
dalam hukum nasionalnya yang mengatur tentang zona ekonomi eksklusif, yaitu
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Kemudian Indonesia pada tahun 1985 baru melakukan tindakan ratifikasi. Hal ini
berarti sebelum tindakan ini dilakukan, maka Indonesia harus melihat aturan-aturan
hukum nasional dan menyelaraskannya dengan UNCLOS 1982 tersebut. Dengan
telah diratifikasinya UNCLOS 1982 dengan Undang —~ Undang Nomor 17 tahun 1985
telah menjadikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 yang mengatur Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia dapat diterapkan dalam lingkup internasional, karena
undang —undang tersebut sudah sesuai dengan UNCLOS 1982.

Kata kunci : penerapan UNCLOS 1982, Zona Ekonomi Eksklusif

Pendahuluan

Peranan dan fungsi laut merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia.
Laut sebagai jalan raya, merupakan salah satu tempat menggalang kesatuan, sebagai salah
satu sumber kekayaan alam antara lain perikanan dan sumber mineral lainnya (Hasyim
Djalal, 1979 :1)

Melihat kepentingan manusia cenderung terus bertambah, laut adalah salah satu tempat
manusia memenuhi kebutuhannya, maka hukum laut yang mengatur masalah kelautan telah
mengalami perubahan-perubahan yang mendalam baik itu dalam ilmu maupun pengaturan
laut itu sendiri sesuai dengan kebutuhan manusia. Disamping itu melihat kecenderungan
manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, maka laut merupakan tempat yang
paling potensial terkait dengan sumber daya alamnya.

Sebagai wujud pengimplementasiannya negara Indonesia telah mengambil langkah
penting dan tindakan nyata serta selalu berperan dalam perundingan-perundingan, juga
melalui saluran diplomatik dalam hal mempertahankan kepentingan internasional bagi

bangsa Indonesia pada masalah kelautan (sea interest state). Upaya-upaya ini terus

"Ida Kurnia, SH.MH adalah Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Univesitas Tarumanagara, Jakarta.
sedang menempuh studi Program doktor pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
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diperjuangkan oleh Indonesia. Sebagai perwujudannya Indonesia mengikuti konferensi-
konferensi mengenai kelautan yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1958,
1960 dan tahun 1973 - 1982. Indonesia terus memperjuangkan kepentingannya dalam
masalah keberadaan konsepsi negara kepulauan, juga tidak kalah pentingnya yaitu dalam
rangka mencadangkan kebutuhan gizi bagi bangsa Indonesia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan konferensinya yang pertama tahun 1958

dan berhasil menetapkan 4 buah konvensi, yaitu :

1. Konvensimengenai Laut Lepas (Convention on the High Seas)

2. Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati di Laut Lepas
(Convention on Fishing and Conservation of Living Resources on the High Seas)

3. Konvensi mengenai Landas Kontinen (Convention onthe Continental Shelf).

4. Konvensi mengenai Laut Wilayah dan Zona Tambahan (Convention on the Territorial

Sea and Contiquous Zone)

Indonesia hanya meratifikasi 3 dari 4 konvensi yang ditetapkan melalui Undang-
Undang Nomor 19 tahun 1961 (LN Nomor 276, TLN. Nomor 2318 tanggal 6 September
1961) tentang Pengesahan Ketiga Konvensi yaitu : Konvensi Laut Lepas, Konvensi
Mengenai Perikanan dan Perlindungan Hayati di Laut Lepas serta Konvensi Landas
Kontinen. Mengenai Konvensi Laut Wilayah Indonesia tidak meratifikasi, karena persepsi
lebar laut wilayah Indonesia ditafsirkan selebar 12 mil laut diukur dari garis-garis yang
menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia yang terluar. Ini
berarti pula dihapusnya beberapa pasal pada Territoriale Zee en Maritieme Kringen
Ordonantie, yaitu Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa laut wilayah Indonesia lebarnya 3
mil laut diukur dari garis terendah pulau-pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan
dari Indonesia (Staatblad 1939 Nomor 42)

Pada konferensi Hukum Laut yang kedua tahun 1960 juga Perserikatan Bangsa
Bangsa tidak menghasilkan suatu pemecahan atau gagal dalam menyelesaikan persoalan
menentukan lebar laut wilayah. Usaha masyarakat internasional untuk mengatur masalah
kelautan ini tidak berhenti begitu saja, Perserikatan Bangsa Bangsa melalui Konferensi
Hukum Laut ketiga telah berhasil mewujudkan United Nations Conventions on the Law of
the Sea yang ditandatangani oleh 117 negara di Montego Bay, Jamaica, pada tanggal 10
Desember 1982.
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Dengan melihat besarnya penandatangan konvensi ini, berarti dapat dianggap
sebagai kecenderungan negara-negara tersebut untuk menyetujui isi konvensi ini. Dalam hal
ini negara-negara penandatanganan baru menyepakati naskah konvensi saja, berlakunya
konvensi ini secara efektif, apabila telah dipenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) konvensi
tersebut, yang berbunyi :

“This convention shall enter into force 12 months after the date of deposit of the

sixtieth instruments of ratification or accession”.

Hal ini berarti bahwa setelah diratifikasi yang ke 60 oleh Guyana tanggal 16
November 1993, konvensi ini mulai berlaku efektif pada tanggal 16 November 1994.
Konvensi ini di satu sisi merupakan suatu perkembangan yang progresif dalam Hukum Laut
Internasional baru dan di sisi lain merupakan hasil usaha masyarakat internasional dalam
bentuk kodifikasi dan ketentuan-ketentuan yang ada sebelumnya.

Salah satu ketentuan konvensi hukum laut tersebut, mengatur tentang Zona Ekonomi
Eksklusif. Zona Ekonomi Eksklusif ini merupakan suatu rezim hukum baru yang
mencerminkan aspirasi dan kemauan negara-negara berkembang untuk meningkatkan
perekonomian negaranya. Negara-negara tersebut mempunyai keinginan dan tujuan untuk
memperoleh penguasaan yang lebih besar atas kepentingannya pada sumber daya alam di
lepas pantainya terutama sumber daya hayati, yang selama ini telah dieksploitasi oleh negara
— negara maju yang mempuyai armada lautnya secara besar-besaran. Di samping itu pula
zona ekonomi eksklusif merupakan suatu kompromi antara negara-negara yang mengklaim
laut teritorial selebar 200 mil (terutama negara-negara Amerika Latin dan Afrika) dengan
negara — negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Uni Soviet yang selalu menentang
setiap usaha perluasan yurisdiksi negara pantai. Hal ini terlihat dengan diterimanya konsep
zona ekonomi eksklusif oleh sebagian besar dari peserta Konferensi Perserikatan Bangsa —
Bangsa tentang Hukum Laut ke Tiga, yang kemudian dituangkan secara khusus dalam
Konvensi pada Bab V Pasal 55 sampai 76.

Republik Indonesia telah memproklamasikan zona ekonomi eksklusif Indonesia
pada tanggal 21 Maret 1980 melalui suatu Pengumuman Pemerintah, tanpa menunggu
terbentuknya konvensi secara resmi. Tindakan ini membawa konsekuensi hukum yaitu
diperlukannya pengaturan yang dapat melindungi kepentingan nasional Indonesia sendiri.

Kemudian Pengumuman Pemerintah ini diikuti dengan pembentukan undang-undang
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yang mengatur Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun
1983 tentang Zona Ekonomi EksklusifIndonesia.

Adapun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia lahir atas dasar pertimbangan sebagai berikut : .

a. Berkenaan dengan tujuan nasional Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
rakyatnya, maka pemanfaatan segala sumber yang ada di Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia diusahakan sebesar-besarnya.

b. Untuk lebih melindungi kepentingan nasional ini, maka diperlukan perangkat hukum

nasional sebagai landasan konstitusional, maka dibentuklah undang-undang ini.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983, bertujuan pula untuk melindungi
kepentingan ekonomi negara Indonesia di zona ini, oleh karena itu merupakan suatu kesatuan
ekonomi Indonesia. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dengan
Undang — Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982
(LN.Nomor 76, T.L.N. Nomor 3318 tanggal 31 Desember 1985).

. Permasalahan

Bagaimana UNCLOS 1982 mengatur masalah Zona Ekonomi Eksklusif, mengingat
Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi
Eksklusif dan baru meratifikasi UNCLOS 1982 pada tahun 1985 melalui Undang — Undang
Nomor 17 Tahun 1985 ?

. Pembahasan

Rezim hukum laut Zona Ekonomi Eksklusif, yang dirumuskan dalam UNCLOS 1982,
yaitu The exclusive economic zone in an area beyond and adjacent to the territorial sea,
subject to the spesific legal regime established in this part, under which the rights and
jurisdiction of the coastal state and the rights and freedoms of other states are governed by
the relevant provisions of this Convention, (UNCLOS, 1982 : Article 55). Rezim tersebut
diterjemahkan sebagai berikut : suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial,
yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-
hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain diatur

oleh ketentuan-ketentuan yang relevan konvensi ini.
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Lebih lanjut dalam UNCLOS 1982 juga ditentukan lebar Zona Ekonomi Eksklusif.
Adapun lebar Zona Ekonomi Eksklusif diatur dalam Pasal 57, yang berbunyi sebagai berikut
: The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines

Jfromwhich the breadth of the territorial sea is measured.

Dengan terjemahan sebagai berikut :

Pasal 57 : zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari

mana lebar laut teritorial diukur.

Dalam peraturan perundang-undangan nasional seperti telah disebutkan di atas
bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun
1983. Yang dimaksudkan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah berbunyi
sebagai berikut : Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan
dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang
berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di
atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah
Indonesia. Rumusan Pasal 2 yang mengandung batasan sekaligus lebar serta perairan
Indonesia, yang berarti bahwa wilayah mana yang termasuk ke dalam kedaulatan negara
Indonesia dan wilayah mana yang tidak termasuk ke dalam kedaulatan negara Indonesia atau
di wilayah mana negara Indonesia hanya memiliki hak-hak berdaulat saja, yaitu suatu rezim
di mana Indonesia memiliki hak-hak berdaulat atas sumber daya alam hayati.

Hal demikian merupakan hal yang sangat prinsip, karena untuk dapat dikatakan
sebagai suatu negara, apabila telah memenuhi unsur-unsur’: penduduk yang tetap, wilayah
dengan batas-batas yang jelas, pemerintahan yang efektif dan kemampuan untuk
mengadakan hubungan dengan negara lain (Montevideo Convention on the Rights and Duties
of States, 1933 : Pasal 1). Dasar berpijak dalam penentuan batas rezim hukum laut Zona
Ekonomi Eksklusif adalah penentuan perairan Indonesia dan penentuan garis pangkal yang
dipergunakan oleh Indonesia. Yang dimaksud dengan negara Indonesia adalah negara
kepulauan, yaitu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat
mencakup pulau-pulau lain (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1996
tentang Perairan Indonesia, 1996 : Pasal 1 ). Selanjutnya di dalam Pasal 2 ditunjukkan

batasan wilayah negara Indonesia, yaitu segala perairan di sekitar,
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diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk
daratan negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya
merupakan bagian integral dan wilayah daratan negara Republik Indonesia sehingga
merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan negara Republik
Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia, 1996 : Pasal 2). Yang dimaksud dengan perairan Indonesia adalah laut teritorial
Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya (Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, 1996 : Pasal 1 (4)).
Adapun pengertian laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan dan perairan pedalaman
adalah laut teritorial Indonesia adalah jalur laur selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur
dari garis pangkal kepulanan Indonesia. Perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan
yang terletak pada sisi garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau
jaraknya dari pantai. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua bagian perairan yang
terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke
dalamnya semua dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, 1996: Pasal 3
(2,3,4).

Luasnya wilayah laut telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pantai
yang kaya akan potensi sumber kekayaan alam baik sumber hayati maupun non hayati
khususnya di zona ekonomi eksklusif. Seperti telah diterangkan di atas Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia adalah jalur laut di luar dan berbatasan dengan laut teritorial wilayah
Indonesia, yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan lebar yang
tidak melebihi 200 mil laut. Ini berarti bahwa zona ekonomi eksklusif merupakan laut
terbuka dan tentunya rawan terhadap tindakan yang sifatnya merugikan negara Indonesia,
sebagai contoh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh pihak asing.

Dengan telah diratifikasinya konvensi PBB tentang UNCLOS 1982, yaitu melalui
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS /982, maka Indonesia
sebagai negara kepulauan harus mampu menampung kepentingan internasional yang

berkaitan dengan kedaulatan maupun hak berdaulat. Hal ini mengakibatkan di laut disamping

berlaku hukum nasional juga berlaku hukum internasional. Kedua aturan ini,
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yaitu UNCLOS 1982 dan aturan hukum nasional yang berkaitan dengan pengaturan zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia menunjukkan adanya persamaan persepsi dan justru dengan
diratifikasinya UNCLOS 1982 memperkuat penerapan hukum nasional dalam lingkup
internasional.
D. Kesimpulan
Berpangkal pada kedaulatan negara beserta segala isinya, dan hak berdaulat atas
sumber-sumber kekayaan alam di laut, maka negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat
menetapkan produk-produk hukum yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-
undangan. Peraturan perundang-undangan dan hukum nasional yang ditetapkan oleh
Indonesia harus dipatuhi oleh masyarakat dunia. Hal demikian perlu adanya penyelarasan
antara peraturan perundang- undangan Indonesia dengan hukum internasional yang berlaku
dalam hal ini adalah Konvensi PBB tentang UNCLOS 1982 khususnya pengaturan zona
ekonomi eksklusif terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang diundangkan pada tanggal 18
Oktober 1983. Oleh karena itu, Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan
Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on
the Law of the Sea.
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